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BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR #& 7ariunt joiy

TENTANG

KOPERASI UNGGUL DAN KOPERASI INTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

bahwa untuk mewujudkan Pembinaan dan
Pengembangan Koperasi sebagai Badan Usaha yang
sehat, kuat, mandiri dan memiliki daya saing global, maka
pemberdayaan  Koperasi harus diarahkan pada
pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti, yang
berbasis keanggotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti perlu
peningkatan peran dan koordinasi antara Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
dan pemangku kepentingan lainnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Koperasi Unggul dan Koperasi Inti;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1992 No. 116, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3744);

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor
20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan
Pinjam Koperasi;

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/
M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 1489);
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor
15/Per/M.KUKM/IX /2015 tentang Usaha Simpan Pinjam
oleh Koperasi (Berita Negara Rupublik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1494);

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16/Per/
M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1495);

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor
19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan
Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1498);

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor
20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan
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Akuntabilitas Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor1499);

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor
22/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Koperasi Skala Besar
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1501);

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian
Koperasi dan UKM RI Nomor 02/Per/Dep.6/IV/2017
tentang Kepatuhan Koperasi;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan
Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 225 A);

Peraturan Gubernur Sulawei Selatan Nomor 18 Tahun
2016 tentang Koperasi Inti dan Koperasi Unggul (Berita
Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun
2016 Nomor 6);

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KOPERASI UNGGUL
DAN KOPERASI INTI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Bupati adalah Bupati Enrekang;
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang;

Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan
orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan
melandaskan  kegiatannya  berdasarkan Prinsip
Koperasi sekaligus sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat
berdasarkan atas asas kekeluargaan;

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan orang seorang dengan jumlah
anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang;

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi dengan
jumlah anggota paling sedikit 3 (tiga) koperasi;
Koperasi Unggul adalah koperasi yang sehat organisasi
dan usaha yang memenuhi kriteria asset, omzet, unit
usaha, jumlah anggota dan melaksanakan Rapat
Anggota Tahunan, meliputi Koperasi, Sektor Riil,
Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dan Koperasi
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah;

Koperasi Inti adalah koperasi yang sehat, kuat, mandiri,
tangguh yang memenuhi kriteria, asset, omzet, unit
usaha, jumlah anggota dan malaksanakan Rapat
Anggota Tahunan meliputi Koperasi Sektor Riil,
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah;

Koperasi Besar adalah koperasi berkualitas yang
memenuhi kriteria asset, omzet dan jumlah anggota
terbesar di wilayah Provinsi;

Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP
adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya
hanya usaha simpan pinjam,;

Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya
memiliki usaha atau perusahan sendiri tetapi tetap
bekerja sama dalam wadah koperasi untuk
menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa serta
kegiatan utamanya menyediakan pengoperasian atau
pengelolaan sarana produksi bersama;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

-5-

Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya
para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa
dan kegiatan atau jasa utama adalah melakukan
pembelian bersama;

Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya para
penghasil jasa untuk memenuhi kebutuhan akhir dari
para pemakai jasa yang dihasilkan dan kegiatan usaha
koperasi untuk memenuhi kebutuhan para anggota
menghasilkan jasanya;

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya
para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa,
dimana kegiatan utamanya adalah melakukan
pemasaran bersama atas produk dan jasa yang
dihasilkan;

Asset Koperasi adalah kekayaan yang dimiliki koperasi
meliputi aktiva lancar dan aktiva tetap;

Omzet Koperasi adalah Total Nilai Penjualan /
Pendapatan barang / jasa koperasi pada tahun yang
bersangkutan,;

Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko
atau disebut modal equity dan berasal dari simpanan
pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dana hibah dan
donasi;

Modal Pinjaman adalah modal yang diperoleh anggota,
koperasi lainnya dan/atau anggotanya baik dari
lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan
surat hutang lainnya, serta sumber lain yang syah, yang
wajib dikembalikan oleh koperasi;

Modal Penyertaan adalah sejumlah utang atau barang
modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan
oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat
struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan
kegiatan usahanya;

Kemitraan adalah kerjasama usaha antara koperasi
dengan badan usaha lainnya dengan prinsip saling
memerlukan, saling memperkuat dan saling
menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro

dan usaha besar;
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Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas,
memantau dan mengevaluasi kinerja capaian Koperasi
Unggul dan Koperasi Inti yang diprogramkan oleh Dinas
yang membidangi pembinaan koperasi, Dewan Koperasi
Indonesia Daerah dan instansi terkait dalam lingkup
Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang;

Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang untuk
selanjutnya disebut DEKOPINDA adalah Dewan
Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Enrekang yang
merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi
Indonesia (DEKOPIN) sebagai wadah perjuangan cita-
cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta
sebagai mitra Pemerintah dalam rangka mewujudkan
pembangunan koperasi;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi
Pembinaan Koperasi Kabupaten Enrekang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Koperasi

Unggul dan Koperasi Inti dan memberikan dorongan, fasilitasi

dalam

memantapkan kelembagaan, usaha dan permodalan

koperasi;

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a.

Agar anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi
berupaya untuk mengembangkan koperasi menjadi Koperasi
Unggul dan Koperasi Inti;

Mendorong keberpihakan pemangku kepentingan dalam
membantu anggota, pengurus, pengawas dan karyawan untuk
menciptakan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti;
Meningkatkan kemitraan untuk mempercepat terjadinya arus

dana (keuangan) dan distrbusi barang sebagai pemicu
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kontribusi koperasi dan upaya alih teknologi dalam meningkatkan

pembangunan perekonomian Daerah;

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah :

a. Terwujudnya Koperasi Unggul ditingkat Kecamatan minimal 12
(dua belas) Koperasi dan minimal 1 (satu) Koperasi Inti
ditingkat Kabupaten, dan;

b. Terwujudnya partisipasi/keberpihakan para pemangku
kepentingan dalam rangka penciptaan Koperasi Unggul dan
Koperasi Inti di Kabupaten Enrekang;

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang Lingkup peraturan Bupati ini adalah :

a. kriteria Koperasi Inti dan Koperasi Unggul;

b. program dalam mewujudkan Koperasi Unggul dan Koperasi
Inti;

c. peranan Pemerintah Daerah, DEKOPINDA dan dunia usaha;
monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Koperasi Unggul

dan Koperasi Inti;

BAB III
KRITERIA KOPERASI UNGGUL DAN KOPERASI INTI
Pasal 6

Kriteria Koperasi Unggul meliputi :

a. anggota minimal 250 (dua ratus lima puluh) orang;

b. asset minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. omzet / Penyaluran kredit minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga
milyar rupiah);

d. mempunyai unit usaha yang layak;
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pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan / RAT tepat waktu
berturut-turut 2 (dua) tahun terakhir;

liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas dinyatakan sehat;

Pasal 7

Kriteria Koperasi Inti meliputi:

a.
b.

C.

anggota minimal 500 (Lima Ratus) orang;

asset minimal Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
omzet/penyaluran kredit minimal Rp.9.000.000.00 (sembilan
milyar rupiah);

mempunyai usaha yang layak;

pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu 3 (tiga)
tahun terakhir;

liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas dinyatakan sehat;

BAB IV

PROGRAM MEWUJUDKAN KOPERASI UNGGUL

DAN KOPERASI INTI
Pasal 8

Program dalam mewujudkan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti

meliputi :

a. pemantapan aspek Kelembagaan Koperasi;

b. pemberdayaan usaha koperasi;

c. pengembangan/penguatan permodalan/keuangan koperasi;

d. peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dan
masyarakat;

e. pengembangan teknologi dan informasi;

Pasal 9

Program pemantapan aspek kelembagaan koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

a.

penguatan organisasi dan manajemen, sesuai dengan nilai dan
prinsip koperasi;
peningkatan kemampuan dan keterampilan Pengurus,

Pengawas dan Pengelola koperasi;
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pendidikan dan pelatihan anggota Koperasi;

peningkatan Sinergitas antara anggota, antara anggota dengan
pengurus, pengawas dan pengelola usaha koperasi;
peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan budaya
organisasi koperasi;

penggabungan atau pelaburan melalui perubahan Anggaran

Dasar Koperasi;

Pasal 10

Program pemberdayaan usaha koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

a.
b.

C.

peningkatan asset dan omzet koperasi;

pertumbuhan Surplus hasil usaha;

penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan
organisasi dan usaha koperasi;

pameran, promosi dan pemasaran hasil produk koperasi,
anggota dan masyarakat;

penerapan standarisasi dalam proses Pelayanan Produk, Mutu,
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Sertifikat Halal dan lainnya;
peningkatan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta
pengendalian mutu produk;

pemberian insentif kepada anggota yang berpartisipasi secara
aktif dan nyata terhadap koperasi; dan/atau

monitoring dan evaluasi;

Pasal 11

Program Pengembangan/Penguatan Permodalan/Keuangan
Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

a.

pemupukan modal yang bersumber dari anggota (modal
equity / modal sendiri);

penambahan modal yang bersumber dari modal pinjaman dan
modal penyertaan; dan/atau

pengembangan sumber permodalan melalui badan layanan

umum, lembaga keuangan bank maupun non bank;
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Pasal 12

Program Peningkatan Pelayanan Koperasi kepada anggotanya dan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d,
meliputi:

a. penyediaan/pelayanan sarana produksi pertanian bagi anggota
dan masyarakat;

b. pelayanan kebutuhan pokok anggota dan masyarakat;
penyediaan modal usaha bagi anggota dan masyarakat melalui
kegiatan usaha Simpan Pinjam Koperasi dan pelayanan jasa-
jasa lainnya;

d. penampungan dan penjualan produk yang dihasilkan anggota
dan masyarakat; dan/atau

e. penampungan tenaga kerja;

Pasal 13

Program pengembagan teknologi dan informasi sebagaimana
dimakud Pasal 8 huruf e, dilaksanakan melalui pengadaan dan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

BAB YV
ORGANISASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN
KOPERASI UNGGUL DAN KOPERASI INTI

Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 14

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Koperasi Unggul dan
Koperasi Inti, Bupati membentuk Tim Kerja Koordinasi
Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi
Inti.

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas
yang membidangi Pembinaan Koperasi, DEKOPINDA, dan
Instansi terkait Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Enrekang.
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Bagian Kedua
Koordinasi Pelaksanaan
Pasal 15

Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
Unggul dan Koperasi Inti meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan diselenggarakan secara
terpadu dan terintegrasi antara Tim Kerja yang telah dibentuk
melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
PERAN PEMERINTAH DAERAH, DEKOPINDA
DAN DUNIA USAHA
Pasal 18

Pemerintah Daerah, DEKOPINDA, dunia usaha dalam mewujudkan

Koperasi Unggul dan Koperasi Inti yang berperan dalam :

a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, DEKOPINDA
dan dunia usaha guna memperoleh keterpaduan Pembinaan
dan Pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti;

b. mendorong dan memfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha;
memberikan peluang dan kesempatan kerjasama dalam
aktivitas usaha, dan;

d. pemberian dukungan fasilitas sarana dan prasarana serta
dukungan fasilitas permodalan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan Koperasi Unggul dan Koperasi Inti;

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dan DEKOPINDA melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap pencapaian Koperasi Unggul dan
Koperasi Inti yang telah diprogramkan.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
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(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh
dinas yang membidangi pembinaan koperasi Kabupaten

Enrekang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 23 Acus7) 200
M/ BUPATI ENREKANG,
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Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 235 46Us7us el

AERAH KABUPATEN ENREKANG

SEKRETA

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 26



